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BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang

Mengingat’

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! PURBALINGGA

. a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7

Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi Di Kabupaten Purbalingga dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dar Retribusi Daerah;

bahwa dengan telah diterbitkannya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nonmor 46/FPUU-X11/2014 yang men, atakan
bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengencalian
Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Purbalingga perlu
disesuaikan dan diatur kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di
Kabupaten Purbalingga;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun {950 Nomor 42},

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3209);



O\

10.

11.

12.

13.

14,

Undang-quang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomur_nkasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1299 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangzunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20023 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Noror 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara' (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Repubilik indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahur 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembwran Negara Republik indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Psnataan
Ruang (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4752);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturar. Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2C10 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5143);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan  Telekomunikasi (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);



15. Peraturan Pernerintali Nomor 53 Tahun 2000 tentang

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 398i);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomcr 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun
2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupater. Purbalingga Tahun 2012 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun
2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lernbaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Purbalingga Tahun  2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Purbealingga Nomor 10

Tahun 2018 tentang Penataan Dan Pembangunan Menara
Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran
Kabupaten Purbalingga Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Menetapkan

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAFE TENTANG PERUBAFAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATZN PURBALINGGA NOMOR 7
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI Di KABUPATEN PURBALINGGA.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7
Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di
Kabupateri Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun

2012 Nomor 7) diubah sebagai berikut:



1.

Ketentuan Pasal 1, diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi :

" Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

B

8.

Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan  Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kzwenangan daerah otornom,

Bupati adalah Bupati Purbalingga.

Dinas adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten
Purbalingga yang membidangi urusan pembinaan,
peéngawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi
urusan pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara
telekomunikasi. .

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Ferseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau crganisasi
lainnya, lembaga dan bentuk Beadan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menara Telekomunikasi adalah Bangunan Khusus yang berfungsi
sebagai  sarana penunjang  untuk  menempatkan peraiatan
telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan
dengan keperluan penyeler.ggaraan telekomunikasi.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau perberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau Badan.

10, Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu,

11. Masa Retribusi adalah suatu jémgka waktu tertentu yang merupakan

batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa yang
disédiakan atau diberikan oleh Pemerintah.

12, Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data subyek dan obyek retribusi, penentuan besarnya
retribusi terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib
retribusi serta pengawasan penyetcrannya.

13, Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan

yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

14.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD

adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh

Bupati.



16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan Retribusi yaug menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terhutang.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnva
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
iebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terhutang.

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpur. dan mengolah
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif,
profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan retribusi daerah.

20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat
penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk
mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bulti itu membuat
atau menjadi terang tindek pidana yang ‘terjadi serta sekaligus
menentukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

21.Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang di'akukan oleh penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti vang dengan bukt itu membuat terang
tindak pidana dibidang retribusi daeiah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

22. Penyidik adalah Pejabat Polri atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS
Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabuvaten Purbalingga.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam
rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1

(satu) tahun.
(2) Jumlah kunjunigan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebanyak 2 (dua) kali dalam ! (satu) tahun.

Ketentuan Pasal 8 diukal, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk
menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan
pengendalian menara telekomunikasi.

(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
biaya operasional yang berkaitan langsung dengan pengawasain dan
pengendalian menara telekomunikasi.



(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar
Rp4.15.0.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
Pasai9
(1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara d:hitung berdasarkan rumus :

RPMT = Jumlah Indeks Variabel x Tarif Retribusi
Jumlah Variabel -

(2) Indeks variabel menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. tinggi menara;
b. lokasi pendiriar. menara atau tata ruang;
c. pemanfaatan penggunaan menara; dan
d. jarak tempuh pengawasan menara.

(3) Indeks variabel menara teiekornunikasi sebagaimana dimaksud pada ay:it
(2) tercantum dalam Lampiran [l vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Janusri 2619

Plt BUPATI PURBALINGGA
KIL BUPATI,

Diundangkan di Purbalingga | . -
pada tanggal 23 Januari 2079

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGCA,

AHYU KONTARDI

MBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (1/2019)
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1.

PENJELASAN -
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETR!BUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PURBALINGGA

UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten
Purbalingga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan telah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-XI11/2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka beberapa ketentuan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Puibalingga Nomor 7 Tahun 2012 :wcntang
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikas: Di Kabupaten Purbalingga
perlu disesuaikan dan diatur kembali.

Berdasarkan pertimbangan tersebu* di atas, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi Di Kabupaten Purbalingga.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas



Pasal 9
Contoh Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
sebagai berikut :
Perusahaan penyedia menara telekemunikasi memiliki sebuah menara

dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Menara terletak di Desa Prigi Kecamatan Padamara : 1.50

b. Tinggi Menara 72 meter : 1.75
c. Menara Bersama dengan 2 operator : 1.50
d. Jarak tempuh 10 kilometer : 1.00

Maka penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(RPMT) sebagai berikut :

RPMT  =Jumlah Indeks Variabel x Tarif Retribusi -
Jumlah Variabel

RPMT =180+ 1,75+1,50+1,00 x Rp4.150.000,00
4
= Rp5.965.625,00

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 79



LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 7
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI

FENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN
PURBALINGGA

TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO [~ KOMPONEN RINCIAN BIAYA | JUMLAH | JUMLAH
KUNJUNGAN
1. | H nor Petugas 4 Rp400.000,00 2 kali Rp3.200.000,00 |
01 ing - )
2. | Tiinsportasi 4 orang | Rp100.000,0C 2 kali Rp800.000,00
3. |[AK Rp75.000,00 2 kali Rp150.000,00
4 JUMLAH TOTAL | Rp4.150.000,00

D&H HAYUNING PRATIWI
/ —

Diundan; kan di Purbalingga
pada tan; gal 23 Jamusri 2019

SEKRE TARIS DAERAH

KABUPA ;ﬂ URBALINGGA,

AHY ] KONTARDI

LEMBAR/ N DAERAH KABUFPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG F:IRATURAN DAERAH KABLPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH . (1/2019)



LAMPIRAN II
" PERATURAN
PURBALINGGA
NCMOR i
TENTANG

DAERAH

TAHUN 2019

KABUPATEN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR

—

/

TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN
PURBALINGGA
INDEKS VARIABEL MENARA TELEKOMUNIKASI
1. Indeks Tinggi Menara
NO KETINGGIAN MENAKA INDEKS
1. | lebih dari 80 m (delapan puluh meter) ! 2.00
_ L -
2. |lebih dari 60 m (enamn puluk ineter) sampai 1.75 ,
dengan 80 m (delapan puluh meter) |
3. |lebih dari 40 m (empat puluh meter) sampai 1.50 }
dengan 60 m (enam puluh meter) |
4. | lebih dari 20 m (dua puluh H;"é.iér) sampal dengan 1.25 “}
40 m (empat puluh meter) l
|
S. | kurang dari atau sama dengan 20 (dua puluh) 1.00 |
meter !
j
2. Indeks Lokasi Pendirian Menara
NO LOKASI MENARA ! INDEKS
1. | Kawasan Perkotaan/Perkantoran/Wisata .’ 2.00
2. | Kawasan Perdesaan 1.50
3. | Kawasan Pertanian /Persawahan/ Perkebunan/ 1.00 !
Hutan |
3. Indeks Pengguna Menara
NO PENGGUNA MENARA | INDEKS___|
1. | 1 Operator Telekomunikasi 2.00 |
2. | 2 Operator Telekomunikasi I 1.50
3. | 3 Operator Telekomunikasi 1.25
o 1.00

2 4 Operator Telekomunikasi




4. Indeks Jarak Tempuh

NO JARAK MENAPRA - INDEKS |
1. | Lebih dari atau sama dengan 20 (dua) puluh 2.00 |
kilometer : ~
) !
2. | Kurang dari 20 (dua puluh! kilometer | 1.00 '
' i
Pit ATl PURBALINGGA

WAKIL BUPATI,

-

- DYAH HAYUNING PMVI
. N— 4

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Jaruari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

"

KONTARD!

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINS! JAWA
TENGAH : (1/2019)



